SALINAN

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan
Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab ;

b. bahwa dengan berlakunya Undang — undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan
Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun
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1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3895) ;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3692);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur
dan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Negara RI
Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4262);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4433);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4438);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3692);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk
Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan
Berita Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor
20 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kota Tidore Kepulauan dan Sekretariat DPRD
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Kota Tidore Kepulauan Lembaran Daerah Kota
Tidore Kepulauan Nomor 037 Seri D).

20. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor
22 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran
Daerah Kota Tidore Tahun 2006 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore
Kepulauan Nomor 022 Seri D).

21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor
23 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah
Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota
Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore
Kepulauan Nomor 023 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
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3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan
Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore
Kepulauan.

7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pembayaran atas Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah.

8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip — prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan produksi usaha daerah.

11.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SPDORP, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan
dan pembayaran retribusi terutang menurut ketentuan perundang-
undangan retribusi daerah.

12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang
terhutang.

13.Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan

atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
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pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau tidak seharus terutang.

15.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

15.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau
pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah.

17.Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan
dengan bukti itu membuat terang dan jelas suatu tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

18.Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang dan jelas tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 1I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Penjualan Produksi Usaha Daerah yang meliputi :
Bibit atau benih tanaman ;

Bibit ternak ;

Bibit atau Benih Ikan ;

Hasil produksi usaha daerah lainnya ;

fao o
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(2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil
produksi usaha Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Usaha.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang
dijual.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang
beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang
dijual.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar diwilayah daerah atau
sekitarnya.
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(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan
sebagai jumlah pembayaran persatuan wunit pelayanan jasa, yang
merupakan jumlah unsur — unsur tarif yang meliputi :

a.Unsur biaya persatuan penyediaan jasa ;
b.Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

(9)

a.

Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai
termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan,
sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin periode
lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, dan biaya
investasi ;

Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya
lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;

Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva
lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran
dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan
aset ;

Biaya - biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa,
seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam
presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan

(3) ditetapkan sebagai berikut :
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No Uraian Ukuran Harga
1 2 3 4
I | Bidang Pertanian
Bibit Tanaman Rp 250.-
(berlaku untuk semua
bibit tanaman)
II | Bidang Peternakan
1 | Sapi Rp 30.000.-
2 | Kambing Rp 5.000.-
3 | Ayam Rp 1.000.-
4 | Itik Rp 1.000.-
III | Bidang Perikanan
1 | Baung 1. 2-3Cm Rp 50,-
2. 3-4Cm Rp 75,-
3. 5-6Cm Rp 100,-
2 | Grass Carp 1. 3-5Cm Rp 20,-
2. 5-8Cm Rp 40,-
3. 8-12Cm Rp 75,-
3 | Ikan Mas 1. 1-3Cm Rp 15,-
2. 3-5Cm Rp 20,-
3. 5-8Cm Rp 35,-
4. 8-10Cm Rp 85,-
4 | Ikan Mola 1. 1-3Cm Rp 25,-
2. 3-5Cm Rp 40,-
3. 5-8Cm Rp 60,-
4. 8-12Cm Rp 75,-
S | Ikan Nila 1. 1-3Cm Rp 10,-
2. 3-5Cm Rp 15,-
3. 5-8Cm Rp 25,-
6 | Kodok Lembu 1. 1 Bulan Rp 25,-
2. 2 Bulan Rp 30,-
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{ } 3. 3 Bulan Rp 75,-
7 | Ikan Lele 1. 1-3Cm Rp 20,-
2. 3-5Cm Rp 30,-
3. 5-8Cm Rp 40,-
4. 8-12Cm Rp 75,-

8 | Udang Galah
a Juvelin Perekor Rp 15,-
b Tokolan Perekor Rp 40,-
9 | Ikan Gurame 1. 1-3Cm Rp 100,-
2. 3-4Cm Rp 150,-
3. 5-6Cm Rp 200,-
4. 7-8Cm Rp 350,-
5. 8-12Cm Rp 500,-
10 | Tkan Koi 1. 2-3Cm Rp 300,-
2. 3-5Cm Rp 500,-
3. 5-8Cm Rp 750,-
4. 8-10Cm Rp 1500,-
5. 10-12Cm Rp 2500,-
6. 12-15Cm Rp 5000,-
7. 15-20Cm Rp 10,000,-
11 | Patin Siam 1. 2-3Cm Rp 50,-
2. 3-4Cm Rp 100,-
3. 5-6Cm Rp 150,-
12 | Gabus 1. 2-3Cm Rp 100,-
2. 3-4Cm Rp 200,-
3. 5-6Cm Rp 400,-
13 | Papuyu/Betok 1. 1-3Cm Rp 100,-
2 3-5Cm Rp 150,-
14 | Patin Siam 1. 2-3Cm Rp 100,-
2 3-4Cm Rp 250,-
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3 4-5Cm Rp 500,-
3 4-5Cm Rp 500,-
15 | Kakap Putih 1. Perbutir Rp 0,50,-
2. 20 Hari Rp 20,-
3. 25 Hari Rp 25,-
4. 30 Hari Rp 30,-
5. 2-3Cm Rp 50,-
6. 3-4Cm Rp 75,-
7. 5-7Cm Rp 100,-
8 7-9Cm Rp 200,-
16 | Bandeng
a. Telur Perbutir Rp 0,50,-
b. Benih
1. Nener Perekor Rp 15,-
2. Gelondong Perekor Rp 75,-
17 | Kerapu
a. Kerapu Macan
1. Benih
a. Telur a Perbutir Rp 100,-
b 2-3Cm Rp 500,-
¢ 3-4Cm Rp 1,000,-
d 5-7Cm Rp 5,000,-
e 7-9Cm Rp 7,000,-
18 | Udang Windu
a Benih bebas Virus
1. Post Larva 20 Hari Rp 15,-
2. Post Larva 20 -30 Hari Rp 20,-
3. Tokolan 30 Hari Rp 25,-
b Calon Induk
1. Jantan 90 - 100 Gram Rp 30,000,-
Betina 110 - 120 Gram Rp 40,000,-
¢ Induk
1 Jantan Perekor Rp 100,000,-
2 Betina Perekor Rp 300,000,-
19 | Udang Galah

a Benih
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1. Benur Perekor Rp 25,-
2. Juvenil Perekor Rp 50,-
3. Tokolan Perekor Rp 75,-
20 | Kepiting
a Benih 10 Hari Rp 700,-
b Induk 10 Hari Rp 500,-
Perekor Rp 600,-
21 | Abalon
a Induk Perekor Rp 5,000,-
b Benih Perekor Rp 250,-
22 | Kerang Mutiara
a Benih Spat
b Induk Per Cm 2,000,-
Perekor 40,000,-
23 | Kerang Hijau
a Benih Spat Perekor 250,-
b Induk Perekor 500,-
24 | Udang Barong /Lobster
a Benih Per Kg 40,000,-
b Induk Per Kg 180,000,-
25 | Bawal Bintang
a Benih 2 -3 Cm 500,-
3 -4 Cm 1,000,-
5-6 Cm 1,500,-
26 | Ikan Gealam/Mata Kucing
a Benih 2-3Cm 200,-
3 -4 Cm 400,-
5-6 Cm 600,-
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BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penjualan
dilakukan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya satu (1) bulan atau
ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 10
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen

) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.
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(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14
Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat Lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau
peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi

retribusinya yang terutang.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 15
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,

SKRDKBT dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan — alasan yang jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi.

Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak kebenaran ketetapan
retribusi tersebut.
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(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan. SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan
bahwa itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

(1) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat diterima
harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambahkan besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dilewati dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan
retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara
lain, untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau

kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Walikota.
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(1)
(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
retribusi.

Pasal 19

Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis
kepada Walikota sekurang — kurangnya menyebutkan :

Nama dan Alamat wajib retribusi ;
Masa retribusi ;

Besarnya kelebihan pembayaran ;
Alasan yang singkat dan jelas ;

aao o

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengeiriman pos tercatat
merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Walikota.
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Pasal 20

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat

(2)

(1)

(2)

perintah membayar kelebihan retribusi.
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitan surat teguran atau ;
b.Ada pengakuan uang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

Pasal 22

Tata cara penghapusan retribusi yang kadaluarsa :

1.

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan
penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan ;

. Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang ;

. Penghapusan sebagaimana ayat (1) dan (2) dilakukan apabila :

a. wajib retribusi tersebut meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat
keterangan pejabat setempat ;

b. Wajib retribusi yang karena keadaan fisik dan ekonomi tidak mampu lagi
membayar piutang retribusi yang dibuktikan dengan surat keterangan
pejabat setempat.
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BAB XVII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 23

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan
Perundang — undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
Peraturan Perundang — undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan ;

b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain
yang ditetapkan oleh Walikota.

(4) Untuk kepentingan Daerah Walikota berwenang memberi izin tertulis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan
bukti tertulis dari atau tentang wajib retribusi kepada pihak yang
ditunjuknya.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau
perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi Izin tertulis untuk meminta
kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Tenaga ahli
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib
Retribusi yang ada padanya.
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BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

(3)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah ;

a.

o

Menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan laporan
berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;

Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
catatan, dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang
bukti tersebut ;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf c;

Mencoret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah ;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

Menghentikan penyidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada
penuntut umum, sesuai ketentuan yang teratur dalam Undang — undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25
Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lambat 3
(tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.
Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 Juli 2007
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,
Ttd
ACHMAD MAHIFA
Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd
IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 50
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Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

“SETD “m'm TIDORE KEPULAUAN,
e ,_P@ AN\

NGGIS, SH

NIP. 010 243 332
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L.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
PENJELASAN UMUM

Sesuai Pasal 18 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipergunakan oleh daerah
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping
penerimaan lain dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan dari bagi
hasil pajak dan bukan pajak.

Kehadiran Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah membawa implikasi pada perubahan terhadap materi maupun jenis
retribusi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kota Tidore
Kepulaun melalui Surat Keputusan Nomor : 170/03/DPRD/KT/2007
tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore
Kepulauan Terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore
Kepulauan Tentang Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
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Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 033
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